
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1),
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Kepulauan Anambas tentang Besaran Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2019,

b.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi

Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4879):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234),



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679),

3.

Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495),

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),

6.

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2018,

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pembangunan Desa,
8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2019,



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa

Setiap Desa,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667

Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan
Anambas Provinsi Kepulauan Riau,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668

Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan
Anambas Provinsi Kepulauan Riau,

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2

Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor 48),
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2018 Nomor 67, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 68),

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor lil
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 405):

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DANA DESA YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Anambas dan

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.3.
Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Kabupaten

Kepulauan Anambas.
4.



10.

11.

12.

13.

14.

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.5.

Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan

pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum.

6.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan

nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

7.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa

yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan digunakan untuk

mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat.

8.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

9.

Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut

APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan

Desa.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN

adalah Rekening tempat penyimpanan uang negara yang

ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan

membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD

adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran

daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah

Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang

menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar

seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Dana Desa dimaksudkan untuk mendanai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Tujuan Dana Desa adalah:

(1)

(2)

(3)

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,

b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di

desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan di tingkat Desa serta

pemberdayaan masyarakat,
Cc. meningkatkan penyelengaraan Pemerintahan Desa dalam

melaksanakan pembangunan infrastruktur pedesaan,

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial

budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial,

e. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam

rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi

masyarakat,
f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat,

g. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan,

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi

masyarakat, dan

h.mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong,

partisipasi masyarakat dan kemandirian desa.

BAB III
SUMBER DAN BESARAN DANA

Pasal 3

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2019.

Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp. 51.179.675.000,00 (lima puluh satu miliar seratus tujuh

puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu

rupiah).
Rincian besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.



BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas.
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Lampiran : Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : O' Tahun 2019
Tanggal : 5 Januari 20193

BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

Po hPa. PARAF KOORDINASI PARAF | BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

1. SEKRETARIS DAERAH

2. ASS. PEMERINTAHAN 1
.N

3. BAGIAN HUKUM

ALOKASI

NO NAMA DESA Dana Desa yang bersumber dari APBN

1 2
3

1 KECAMATAN SIANTAN
1. DESA TAREMPA BARAT 1,436,037,600

2. DESA TAREMPA SELATAN 987,453,000

3. DESA TAREMPA TIMUR 1,130,394, 000

4. DESA PESISIR TIMUR 906,710,000

5. DESA SRI TANJUNG 907,369,000

6. DESA TAREMPA BARAT DAYA 917,692,000

SUB TOTAL 6,285,655,000

11 KECAMATAN JEMAJA
7. DESA MAMPOK

931,881,000

8. DESA REWAK 888,931,000

9. DESA KERAMUT 927,721,000

10. DESA IMPOL
796,601,000

11. DESA AIR BIRU
995,723,000

12. DESA SUNGGAK
852,921,000

13. DESA BATU BERAPIT 933,339,000

14, DESA LANDAK 851,734,000

SUB TOTAL 7.178,851,000

HN KECAMATAN PALMATAK
15. DESA MUBUR 1,107,973,000

16. DESA TEBANG
984,532,000

17. DESA LADAN 1,261,644 000

18. DESA PAYALAMAN 949,504,000

19. DESA PIABUNG
1,184,096,000

20. DESA LANGIR
930,342,000

21. DESA CANDI
1,038,191,000

22. DESA PUTIK
1,487,505,000

23. DESA BAYAT
1,085,208,000

24. DESA TELUK BAYUR 888,314,000

25. DESA MATAK
832,077,000

26. DESA BATU AMPAR 864,058,000

27. DESA PAYAMARAM
935,740,000

28. DESA PIASAN
1,046,186,000

29. DESA BELIBAK
821,590,000

SUB TOTAL 18,416,960,000

IV KECAMATAN SIANTAN TIMUR

30. DESA NYAMUK
1,096, 149,000

31. DESA BATU BELAH 1,122,946,000

32. DESA MUNJAN
1,043, 140,000

33. DESA SERAT
878,985,000

34. DESA AIR PUTIH
1,028,801,000

35. DESA TEMBURUN
1,012,745,000

SUB TOTAL
6,182,766,000

V KECAMATAN SIANTAN SELATAN

36. DESA KIABU
979,157,000

37. DESA TELAGA
954,687,000

38. DESA MENGKAIT
1,096,685,000

39. DESA TIANGAU
908,771,000

40. DESA TELAGA KECIL 818,628,000

41. DESA LINGAI
900,288,000

42. DESA AIR BINI
998,276,000

SUB TOTAL
6,656,492,000

VI KECAMATAN JEMAJA TIMUR
43. DESA KUALA MARAS

1,250,346,000

44. DESA ULU MARAS
1,248,616,000

45. DESA BUKIT PADI
884,422,000

46. DESA GENTING PULUR
1,058,763,000

SUB TOTAL
4,442,147,000

vI KECAMATAN SIANTAN TENGAH
47. DESA AIR ASUK

828,503,900

48. DESA AIR SENA
848,932,000

49. DESA TELUK SIANTAN
913,005,000

50. DESA LIDI
787,569,000

S1. DESA LIUK
777,300,000

52. DESA TELUK SUNTING
3861,495,000

SUB TOTAL
5,016,804,000

TOTAL 31,179,675,000

HARIS


